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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penerimaan nilai
pendapatan asli daerah pada Kabupaten Langkat selama tahun 2013-2017, untuk
mengetahui penerimaan nilai dana perimbangan kabupaten Langkat tahun 2013-
2017 dan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dari
perspektif Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan Kabupaten
Langkat tahun 2013-2017. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif
Kuantitatif dalam mendeskripsikan hasil analisis dengan metode Rasio Keuangan
Pemerintah Daerah yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mempertahankan dan meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang baik karena rendahnya Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan tidak dapat memenuhi target yang telah
direncanakan. Sedangkan upaya dan kemampuan pemerintah dalam
memaksimalkan Dana Perimbangan dinilai cukup baik karena pemerintah mampu
memaksimalkan sumber dana yang diterima dalam meningkatkan Kinerja
Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, Rasio Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten
Langkat.



ABSTRACT

This study aims to determine the development of regional income receipts in
Langkat Regency during 2013-2017, to determine the acceptance of the value of
the balance of the Langkat district in 2013-2017 and to determine the financial
performance of the Langkat District Government from the perspective of Regional
Original Income (PAD), and Langkat Regency balancing fund in 2013-2017. This
research is a Quantitative Descriptive study in describing the results of analysis
using the Local Government Financial Ratio method consisting of Independence
Ratios, Effectiveness of Regional Original Revenue (PAD), Efficiency Ratio,
Activity Ratio, and Regional Original Revenue Growth Ratio (PAD). The results
of this study indicate that the Langkat District Government in maintaining and
increasing Regional Original Revenue (PAD) is still not good because the low
realized Local Revenue (PAD) cannot meet the planned targets. Whereas the
government's efforts and capabilities in maximizing the Balancing Fund were
considered quite good because the government was able to maximize the sources
of funds received in improving the Financial Performance of the Langkat District
Government.

Keywords: Financial Performance, Regional Original Income (PAD),

Balancing Funds, Local Government Financial Ratios, Langkat District
Government.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
yang kemudian dilakukan perubahan menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014
mengenai otonomi daerah, yaitu diberi kewenangan , mengatur, dan mengurus
urusan pemerintahan dari kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). UU tersebut mengatakan bahwa setiap daerah diberikan
kebebasan dalam menentukan alokasi sumber daya kedalam alokasi belanja-
belanja sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, menata, dan mengurus
segalanya yang berkaitan dengan daerahnya dengan bantuan dari pemerintah,
disamping itu pemerintah daerah juga diberi keleluasaan dalam menggunakan
sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah.

Tujuan otonomi daerah atau desentralisasi yaitu penyerahan urusan oleh
pemerintah pusat kepada daerah, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
mencapai efisien, efektif, dan lebih bertanggungjawab. Selain itu, tujuan
pelaksanaan desentralisasi mendorong pelaksanaan pembangunan secara
menyeluruh setiap daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disebabkan semakin terbukanya
peluang bagi daerah untuk memanfaatkan sumber daya dan sumber pendanaan

yang dimiliki daerah. Diberlakukannya otonomi daerah tersebut memberikan



kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah maka
pemerintah perlu meningkatkan anggaran.

Dalam pengertian yang sederhana, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang disahkan ( Mardiasmo,
2002:132).Yang dimaksud sumber pendapatan asli daerah seperti, pajak daerah,
retribusi daearah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kemampuan suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan
mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Semakin besar
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD), maka semakin kecil pula kertergantungan terhadap bantuan
pemerintah pusat.

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No.32 tahun
2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana
Perimbangan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersifat
transfer dengan prinsip money follows function, salah satu tujuan pemberian Dana
Peimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara
pemerintahan daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali
potensi ekonomi daerah.

Undang-Undang No.33 tahun 2004 pada pasal 1 ayat 19, menjelaskan
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan



desentralisasi. Dan pasal 10 ayat 1 menjelaskan dana perimbangan terdiri atas:
Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
(DAK).

Secara sederhana Kkinerja keuangan pemerintah gambaran pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi, dan misi suatu oranisasi
(Bastian, 2006:117). Menurut Halim (2008 : 2004) “menjelaskan bahwa analisis
keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan
keuangan yang tersedia”.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan
menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap
suatu anggaran. Rasio efesiensi adalah rasio yang menggambarkan antara output
dan input atau realisasi pengeluaran dengan alokasi penganggaran oleh
pemerintah daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efesiensi, begitu pula
sebaliknya.

Kabupaten langkat merupakan salah satu daerah yang terluas wilayahnya
dari 33 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kondisinya yang sangat
variatif, dengan perbedaan antara Kabupaten/Kota yang lain, secara otomatis
mungkin relatif, namun secara daerah cukup luas. Perbedaan tersebut tentunya
membuat akan berpengaruh terhadap sumber-sumber pendapatan dan juga belanja
yang dikeluarkan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan pembaharuan subjek
pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 secara ekonomis, efektitas, dan efisien pengelolaan keuangan daerah baik

dari sisi pendapatan. Desentralisasi pemerintah daerah, kabupaten/kota



menunjukkan kemampuannya dalam pengelolaan terhadap daerahnya masing-
masing dalam mengoptimalkan kinerja yang baik.

Tabel 1.1 Data PAD dan Dana Perimbangan
Kab.Langkat Tahun 2011-2015

No Tahun PAD Dana Perimbangan
1 2013 Rp 65.521.499.189 | Rp 1.419.706.153.815
2 2014 Rp 107.811.975.574 Rp 1.540.371.084.996
3 2015 Rp 122.715.359.909 | Rp 1.804.265.890.370
4 2016 Rp 132.673.213.412 | Rp 1.881.248.377.772
5 2017 Rp 139.717.647.855 Rp 1.871.062.152.590

Sumber : Data Pemerintah Kabupaten Langkat,2018.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Langkat cenderung mengalami kenaikan. Tertinggi terjadi
ditahun 2017 sebesar Rp 139.717.647.855 dan terendah terjadi di tahun 2013
sebesar Rp 65.521.499.189 meskipun mengalami peningkatan jumlah Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang di dapat Kab.Langkat masih dinilai rendah. Sedangkan
dari dana perimbangannya dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun mulai 2013-
2016 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meski pun ditahun
2017 mengalami penurunan diangka Rp 1.871.062.152.590 Tentu saja hal ini
otomatis akan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah yang ada di
Kabupaten Langkat.

Fenomena atau masalah tentang pengelolaan keuangan di Kabupaten
Langkat terjadi dari 23 Kecamatan yang ada, hanya sebanyak 18 Kecamatan saja
yang memenuhi target pendapatan asli daerahnya. 5 diantara yang tidak
memenuhi target pendapatan asli daerah adalah Sei Bingei, Stabat, Tanjungpura,
Secanggang, dan Gebang. Untuk itu, kedepannya diharapkan seluruh dinas,

instansi, kecamatan yang ada dapat terus ditingkatkan pendapatan mereka



sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Langkat akan terus meningkat

diberbagai bidang dan sektor. (Sumber : www.antarasumut.com)

Di sisi lain peran pemerintah pusat untuk kabupaten langkat masih dinilai
cukup tinggi, dimana pemerintah kabupaten langkat belum dapat memenuhi target
pendapatan asli daerahnya secara keseluruhan. Dengan kata lain, dana yang di
dapat dari pemerintah pusat sangat mempengaruhi pembangunan yang ada di
daerah kabupaten langkat. Instansi tersebut menjadi perhitungan dan tanda tanya
dari kalangan pejabat di Kabupaten Langkat, termasuk dari kalangan DPRD
Langkat sendiri, sebab instansi merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang terlalu rendah.

Pengukuran/penilaian suatu kinerja merupakan salah satu alat manajemen
untuk meningkatkan mutu dalam pengembalian keputusan dan akuntabilitas.
Salah satu akuntabilitas yaitu salah satu elemen pokok dalam mewujudkan good
governance. Pemerintah diminta supaya seluruh laporan hasil dari program yang
sudah dilakukan supaya masyarakat dapat menilai dan melihat dengan jelas.
Kinerja keuangan daerah adalah suatu ukuran yang menggunakan indikator
keuangan. Pada Kabupaten Langkat jika dilihat dari data, Dana Perimbangan yang
terjadi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang secara otomatis
berpengaruh kurang baik terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten
Langkat, karena semakin tinggi Dana Perimbangan yang terjadi di Kabupaten
Langkat, maka semakin tinggi kebutuhan bantuan yang akan diminta Kabupaten
Langkat ke Pemerintah pusat.

Analisis keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode
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dengan periode sebelumnya. Sehingga, dapat diketahui bahwa kecenderungan
yang terjadi. Dalam organisasi pemerintah untuk menilaian kinerja keuangan ada
beberapa ukuran Kkinerja, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio
efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio efisiensi keuangan daerah, rasio
aktivitas atau keserasian dan rasio pertumbuhan pendapatanaslidaerah (PAD).
Dengan mengetahui data dan masalah yang terjadi dalam keuangan
Kabupaten Langkat, melalui data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana
perimbangan, saya akan melakukan Analisis dengan mencari hasil antar dua hal
tersebut dengan Kinerja Keuangan Pemerintah yang ada di Kabupaten Langkat.
Dengan demikian, dilihat dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul: “ Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan Dana Perimbangan Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan

KabupatenLangkat”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi

permasalahan sebagai berikut :

a. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Langkat terjadi dari 23 Kecamatan
yang ada, hanya sebanyak 18 Kecamatan saja yang memenuhi target
pendapatan asli daerah. 5 diantara yang tidak memenuhi target adalah Sei
Bingei, Stabat, Tanjungpura, Secanggang, dan Gebang.

b. Peran Pemerintah pusat untuk Kabupaten Langkat masih sangat dominan,
dimana Pemerintah Kabupaten Langkat masih belum dapat membiayai

kebutuhan daerahnya sendiri.



2. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan untuk membatasi masalah yang akan
dibahas pada penelitian ini , maka peneliti melakukan pembatasan sebagai berikut:
a. Hanya melakukan pembahasan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)
KabupatenLangkat di Tahun 2013 sampai 2017.
b. Hanya melakukan pembahasan tentang Dana Perimbangan Kabupaten
Langkat di Tahun 2013 sampai 2017.
c. Melakukan Analisis Kinerja Keuangan dari perspektif Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan melalui Rasio Keuangan Daerah .

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten
Langkat selama Tahun 2013 sampai dengan 20177
2. Bagaimana Pengelolaan dana perimbangan di Kabupaten Langkat selama
Tahun 2013 sampai dengan 20177
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Langkat yang diukur

dengan menggunakan rasio keuangan daerah selama Tahun 2013-2017 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan masalah diatas maka diperoleh tujuan penelitian sebagai

berikut:



a. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan nilai pendapatan asli
daerah pada Kabupaten Langkat selama tahun 2013-2017.

b. Untuk mengetahui penerimaan nilai dana perimbangan Kabupaten
Langkat terhadap kinerja keuangan kabupaten Langkat.

c. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kota Langkat yang

diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Aspek teoritis (keilmuan).

1) Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan
teori, terutama yang berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik.

2) Bagi penulis selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan
dengan masalah ini.

b. Aspek Praktis (guna laksana)

1) Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi penting atau bahan masukan bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Langkat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

2) Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan

hasil peneltian ini



E. Keaslian Penelitian
Penelitian ini merupakan replikasi dari Ebit Julitawati, dkk yang berjudul
“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Aceh periode 2009-2011”. Sedangkan
penelitian ini berjudul*“Analisis Kinerja Keuangan dari Perspektif Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan pada Pemerintah Kabupaten
Langkat”.Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang
terletak pada:
1. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2012 sedangkan

penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.

2. Lokasi penelitian : Lokasi penelitian terdahulu pada Kantor Badan Pusat
Statistik Provinsi Aceh, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Kantor

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

3. Objek Penelitian : Lokasi penelitian terdahulu pada Provinsi Aceh,

sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Langkat.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk
memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asa desentralisasi.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah adalah semua
pihak yabg diakui sebagai penambah nilai aset atau kekayaan yang berisi dalam
tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah merupakan
pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan murni daerah yang dipergunakan
untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Adiasasmita (2014 : 2) menyatakan, “pendapatan asli daerah
sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang
bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan
semangat kemandirian lokal”. Halim (2012 : 101) menyatakan, “ pendapatan asli
daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

10
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1). Pajak Daerah

Dalam pengertian yang sederhana, Mardiasmo (2013:12), menyatakan
pajak daerah adalah kontribusi yang wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah salah satu sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

a) Kriteria pajak daerah yang ditetapkan Undang-Undang bagi kab/kota adalah
sebagai berikut:

(1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.

(2) Objek pajak terletak diwilayah daerah daerah kab/kota yang bersangkutan
dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani
masyarakat diwilayah kab/kota yang bersangkutan.

(3) Dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum

(4) Potensi memadai

(5) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif

(6) Memberikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

b) Jenis pajak daerah kab adalah sebagai berikut:
(1) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.

(2) Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.



©)

(4)

()

(6)
(7)
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Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, meliputi jenis
petunjukan permainan setiap orang yang dipungut bayaran.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelanggaraan reklame untuk menarik
perhatian umum kepada suatu barang.

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang
rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Pajak pengambilan galian golongan C

Pajak parkir.

c) Subjek pajak dan wajib pajak daerah adalah sebagai berikut:

(1)

()

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Subjek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, wajib pajaknya
adalah orang pribadi atau badan yang memilikinya.

Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air,
wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyerahkan
kendaraan.

Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor, wajib pajaknya adalah
orang pribadi atau badan yang menggunakannya.

Subjek pajak pengambilan dan pemanfaat air bawah tanah, wajib pajaknya
orang atau badan yang mengambilny.

Subjek pajak hotel, wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

Subjek pajak restoran, wajib pajaknya pengusaha restoran.

Subjek pajak hiburan, wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan.
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(8) Subjek pajak reklame, wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan.

(9) Subjek pajak penerangan jalan, wajib pajaknya orang pribadi atau badan

pelanggan listrik atau penggunaan listrik.

(10)Subjek pajak pengambilan galian golonngan C, wajib pajaknya orang

pribadi atau badan yang menyelenggarakn pengambilan bahan galian

golongan C.

(11)Subjek parkir, wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang

meyelenggrakan tempat parkir.

d) Objek pajak daerah adalah sebagai berikut:

(1)

()

(3)

(4)

Objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan
diatas air.

Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar
kendaraan motor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk
kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk
kendaraan diatas air.

Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah terdiri dari,
pengambilan air bawah tanah/ air permukaan, pemanfaatan air bawah
tanah/ air permukaan, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah/ atau

air permukaan.



14

(5) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan
pembayaran termasuk fasiltas penginapan, pelayanan penunjang, dan jasa
persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

(6) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan
pembayaran.

(7) Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut
bayaran.

(8) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

(9) Objek pajak penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik, di wilayah
daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh
pemerintah daerah.

(10) Objek pajak pengambilan bahan galian golongan galian C adalah kegiatan
pengambilan bahan galian golongan C.

(11)Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

b. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mamesa dalam Arbie (2013) menyatakan bahwa, kebijakan
keuangan daerah diarahkan untuk fungsi peningkatkan PAD sebagai sumber
utama pendapatan daerah yang dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan dengan sesuai kebutuhan guna untuk

memperkecil ketergantungan dan mendapatkan dana dari pemerintah. Hal ini
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berarti usaha peningkatan PAD harus dilihat dari perspektif yang lebih luas dan
tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitan Kesatuan
Persatuan Indonesia. Pendapatan Asli Daerah dianggap sebagai alternatif untuk
memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan berbagai keperluan yang

ditentukan oleh daerah sendiri, khususnya keperluan rutin di daerah.

2. Dana Perimbangan
a. Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang
memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Salah satu tujuan pemberian
dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara
pemerintah dengan daerah antar antara daerah agar tidak ada satupun yang
tertinggal, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi
daerah.

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan
daerah dalam bentuk transfer dana dari pemerintah pusat. Dana perimbahan
terbagi atas :

1) Dana Alokasi Umum, merupakan dana yang diberikan kepada semua
kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kasitas dan
kebutuhan fiskal, dan di distribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-
prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan dengan formula
berdasarkan bahwa daerah terbelakang harus menerima lebih banyak
dibandingkan dengan daerah yang mendapatkan penerimaan yang tinggi.
Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum adalah dana

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
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pemerataan kemampuan keuangan antar daerah desentralisasi. Jumlah
keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan jumlah
keseluruhan DAU ditetapkan sekurang kurangnya 26% dari pendapatan
dalam negeri neto, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten dihitung
dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan, dan jika penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung
secara kuantitatif, proporsi DAU antar provinsi dan kabupaten ditetapkan
imbangan 10% dan 90%.

Dana Alokasi Khusus, merupakan dana transfer yang bersifat kondisional.
Sesuai dengan sifatnya, DAK dialokasikan untuk mendanai kegiatan
khusus sesuai prioritas nasional pada daerah tertentu Menurut UU Nomor
33 Tahun 2004. Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan pada kegiatan
investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana
dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termaksud
pengadaan sarana fisik penunjang. Ada beberapa kewajiban yang melekat
pada daerah penerimaan dana alokasi khusus, yaitu daerah penerimaan
DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam
APBD, untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu daerah
penerimaan DAK wajib menganggarkan APBD sekurang-kurangnya 10%
dari besaran DAK yang diterimanya, dan terakhir kepala daerah penerima
DAK harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada menteri keuangan

teknis dan menteri dalam negeri.



17

3) Dana Bagi Hasil, merupakan hak daerah atas atas pengelolaan sumber-
sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah,
yang besarannya ditentukan atas daerah penghasilan yang tercantum dalam
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pipit Syarifin
(2005 : 108) “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.
Dana Bagi Hasil yang bersal dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),
dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 wajib OP dalam negeri dan
PPh Pasal 21. Sedangkan pada Pasal 11 ayat 2 UU No0.33 Tahun 2004,
DBH yang bersumber dari daya alam terdiri dari kehutanan, pertambangan
umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi
dan panas bumi. Penerimaan negeri dari PBB dibagi sebesar 90% untuk
daerah meliputi 16,2% untuk daerah provinsi 64,8% untuk daerah
kabupaten/kota, dan 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan 10% bagi
pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah
kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun
anggaran berjalan dengan imbangan sebesar 65% dibagikan secara merata
kepada seluruh daerah kabupaten dan kota dan sebesar 35% dibagikan

sebagai insentif mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

37 Tahun 2014 Tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 Pasal
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1 ayat 1 “APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dalam peraturan daerah”.

Menurut Halim (2012 : 87) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yaitu rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu,
ketika DPRD memberikan kredit kepada badan eksekutif untuk melakukan
pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang
menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan
untuk menutup pengeluaran tadi”.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai
berikut :

a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk
menutupi terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan
batas maksimal pengeluaran yang dilaksanakan.

c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

d. Periode anggaran, yang biasanya satu tahun.

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari
suatu hasil kinerja keuangan daerah yang meliputi anggaran realisasi PAD dengan
menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau
ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengertian Kinerja

Menurut Bastian (2001 : 23) “Bahwa gambaran mengenai tingkat pencapaian
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pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi
organisasi dalam perumusan skema strategis suatu organisasi”.

Kinerja  merupakan  suatu  atas  pencapaian  yang  sudah
direncanakan.Pencapaian yang sesuai dengan yang direnancakan, maka kinerja
tersebut yang direncanakan akan terlaksanakan dengan baik dan apabila
pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerja yang
tidak sesuai dengan apa apa yang direncanakan maka kinerja yang direncanakan
tidak berjalan dengan lancar. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan
tingkat pencapaian dari hasil kinerja keuangan pemerintah daerah yang meliputi
anggaran realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan
melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode
anggaran.

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja
dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi
keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan
berlanjut. Menurut Rudianto (2013 : 189) “Analisis kinerja keuangan adalah hasil
atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan
fungsinya mengelola aset perusahaaan secara efektif selama periode tertentu”.

Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang
dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, sedangkan menurut Inpres
No. 7 Tahun 1999 “Tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kinerja
adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian  pelaksanaan  suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mengwujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi”.
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Menurut Kasmir (2011 : 23) Analisis kinerja keuangan adalah usaha
mengindetifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia”. Dalam
organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran
kinerja, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio
efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan PAD dan rasio aktivitas atau
keserasian. Menurut Halim (2007:25) “Salah satu untuk menganalisis kinerja
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan
melakukan analisis rasio keuangan APBD yang telah ditetapkan”.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan
secara luas telah ditetapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial,
sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat
terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yg bulat mengenai nama
dan kaidah pengukurannya. Menurut Kasmir (2014 : 104) “Rasio keuangan
merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan
keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen
dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan
keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka

dalam satu periode maupun beberapa periode”.

5. Rasio Keuangan Daerah

Menurut Mohammad Mahsun (2011 : 135) “analisis laporan keuangan
merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang
terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik
khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum

ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.
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Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan,
jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD
perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD beberapa

dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan
daerah terhadap sumber dana eksternal. Berikut Pola Hubungan dan Tingkat
Kemandirian Daerah :

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan | Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan
Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif
Rendah 25% - 50% Konsultatif
Sedang 50% - 75% Partisipatif
Tinggi 75% - 100% Delegatif

Sumber : Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina (2011:81)

1) Pola Instruktif,

peran pemerintah pusat

kemandirian pemerintah daerah.

lebih dominan daripada

2) Pola Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai

berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan

otonomi.

3) Pola Partisipatif, peran pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat

daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu

melaksanakan urusan otonomi.

4) Pola Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena

daerah benar-benar mampu mandiri.

b. Rasio Efektivitas PAD
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Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah

dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah”. Berikut kriteria pengukuran

efektivitas:
Tabel 2.2 Kriteria Pengukuran Efektivitas
Kriteria Presentasi
Efektif (x>100%)
Efektif Berimbang (x=100%
Tidak Efektif (<100%)

Sumber : Mahmudi (2010:32)

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerahmenggambarkan perbandingan antara

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi

pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan

pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang

dari 1 atau 100%. Semakin kecil rasio keuangan daerah berarti kinerja keuangan

pemerintah daerah semakin baik. Berikut Kriteria Pengukuran Efisiensi Keuangan

Daerah :
Tabel 2.3 Kriteria Pengukuran Efisiensi
Kriteria Presentase
Tidak Efisien Diatas 100%
Efisien Berimbang 100%
Efisien Kurang dari 100%

Sumber : Mohammad Mahsun (2011:187)

d. Rasio Aktivitas (Keserasian)

Rasio Aktivitas (Keserasian) menggambarkan bagaimana pemerinta

daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja

pembangunan secara optimal. Ada dua perhitungan dalam Rasio Aktivitas

(Keserasian) ini yaitu :
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1) Rasio Belanja Operasi, dan
2) Rasio Belanja Modal.

e. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah

daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja

keuangan APBD mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Rasio

pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang

lalu. Menurut Mahmudin (2010:138) “rasio pertumbuhan bermanfaat untuk

mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau

selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan

pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Artinya, bahwa daerah yang

bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya

dari periode yang satu ke periode berikutnya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No | Nama Peneliti / Judul Variabel Variabel Hasil
tahun X Y Penelitian
1 Ebit Julitawati | Pengaruh Pendapatan | Kinerja Pendapatan
(2012) Pendapatan | Asli Daerah | Keuangan | Asli Daerah
Asli Daerah | (PAD) dan | Pemerintah | (PAD) dan
(PAD) dan | Dana Dana
Dana Perimbangan Perimbangan
Perimbangan berpengaruh
Terhadap secara
Kinerja simultan dan
Keuangan parsial
Pemerintah terhadap
Kab/Kota di Kinerja
Provinsi Keuangan
Aceh. Pemerintah
2 Budianto Pengaruh Pendapatan | Kinerja Pendapatan
(2016) Pendapatan | Asli Daerah | Keuangan | Asli Daerah
Asli Daerah | (PAD) dan | Pemerintah | (PAD) dan
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(PAD) dan | Dana Dana
Dana Perimbangan Perimbangan
Perimbangan berpengaruh
Terhadap secara
Kinerja simultan dan
Keuangan parsial
Pemerintah terhadap
Kab/Kota di Kinerja
Sulawesi Keuangan
Utara Pemerintah
Febri Ferta Pengaruh Pendapatan | Kinerja Pendapatan
Yanto Pendapatan | Asli Daerah | Keuangan | Asli Daerah
(2015) Asli Daerah | (PAD) dan | Pemerintah | (PAD) dan
(PAD) dan | Dana Dana
Dana Perimbangan Perimbangan
Perimbangan berpengaruh
Terhadap secara
Kinerja simultan dan
Keuangan parsial
Pemerintah terhadap
Kab/Kota di Kinerja
Sumbar Keuangan
Pemerintah
Khairani Pengaruh Pendapatan | Kinerja Pendapatan
(2014) Pendapatan | Asli Daerah | Keuangan | Asli Daerah
Asli Daerah | (PAD) dan | Pemerintah | (PAD)
(PAD) dan | Dana berpengaruh
Dana Perimbangan secara
Perimbangan signifikan
Terhadap terhadap
Kinerja Kinerja
Keuangan Keuangan
Pemerintah Pemerintah
Kab/Kota di dan  Dana
Sumbar Perimbangan
tidak
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
Kinerja
Keuangan
Pemerintah.
Yoshinta Endah | Pengaruh Pendapatan | Kinerja Pendapatan
Wahyudiningsih | Pendapatan | Asli Daerah | Keuangan | Asli Daerah
(2016) Asli Daerah | (PAD) dan | Pemerintah | (PAD) dan
(PAD) dan | Dana Dana
Dana Perimbangan Perimbangan
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Perimbangan berpengaruh
Terhadap secara
Kinerja simultan dan
Keuangan parsial
Pemerintah terhadap
Kab/Kota di Kinerja
Provinsi Keuangan
Jawa Tengah Pemerintah

Kerangka Berfikir

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi
pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD diperoleh dari
hasil pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pada masa desentralisasi saat ini,
pemerintah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD masing-
masing dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya bisa
membiayai segala kegiatan infrastruktur dan sarana prasarana daerah melalui
alokasi belanja modal pada APBD . semakin baik PAD maka semakin baik pula
kemanddirian suatu daerah dan semaakin besar dana perimbangan maka semakin
besar pula ketergantungan daerah pada kepada pemerintaah pusat.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber pembiayaan daerah dalam
rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas
dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan pelaksanaan desentralisasi
dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah
daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Dana perimbangan
merupakan perwujudan hubungan keuangan antar pemerintah pusat dengan
daerah. Salah satu dana perimbangan lain adalah dana alokasi umum yang
merupakan dana bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah

daerah untuk membiayai kegiatan khusus yg merupakan urusan daerah dan
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priorits nasional. Jenis dana perimbangan lainnya seperti dana alokasi khusus, dan

dana bagi hasil. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka berikut kerangka

konseptual yang saya miliki :

PEMDA KOTA LANGKAT

A

APBD

\ 4

PAD dan Dana
Perimbangan

4

4

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan

1. Dana Alokasi Umum

2. Dana Alokasi Khusus

kekayaan Daerah yang 3. Dana Bagi Hasil

dipisahkan

4. Lain-lain PAD yang

Sah

A\ 4

Rasio Keuangan Pemerintah
Daerah :

1. Rasio kemandirian keuangan
daerah

Rasio efektivitas PAD

Rasio efisiensi

Rasio aktivitas

Rasio pertumbuhan PAD

agrwm

\4

Analisis Kinerja Keuangan
Kabupaten Langkat

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif.
Berdasarkan Sugiyono (2012:13) “Penelitian yang dikerjakan untuk mengenal
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat

perbandingan, atau mengaitkan/menghubungkan dengan variabel yang lain”.

B. Lokasi dan Waktu Peneltian

Penelitian ini dilakukan di Kntor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Sumatera Utara yang beralamat di jalan. Asrama No.14 Medan. Waktu penelitian
ini dilakukan sejak bulan Agustus sampai dengan selesai.

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian.

Jul-Okt | Okt-Nov Jan-Jun
No | KegiatanPenelitian 2018 2018 2019

1 | Pengajuan
Judul

2 | Penyusunan
Proposal

Seminar Proposal
4 | Perbaiki/ACC
Proposal

Riset

Pengolahan Data
7 | Penyusunan
Skripsi

8

Bimbingan Skripsi

9

MejaHijau
Sumber : Penulis, 2018.
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C. Populasi dan Sampel
1. Populasi

Menurut Sugiyono (2009) dalam Rusiadi, dkk (2014 : 30) “popuasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulan”. Jadi, populasi dalam penelitian ini adalah laporan

keuangan yang menyangkut dalam penelitian saya.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2009 : 116) “sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh ppulasi tersebut”. Sampel dalam penelitian ini
adalah mengambil data Laporan realisasi anggaran atau RAPBD Kabupaten

Langkat dari tahun 2013-2017.

D. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional
1. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal
tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :
a. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab
timbulnya variabel dependen (Sugiyono : 59). Variabel independen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Langkat.
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b. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat
adanya variabel bebas Sugiyono (2009 : 59). Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan.

2. Defenisi Operasional
Defenisi operasional merupakan suatu defenisi yang diberikan kepada
suatu variabel dengan memberi arti suatu operasional yang diperlukan untuk
mengukur variabel-variabel tersebut .
Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Operasional Variabel

NO Variabel Defenisi Operasional Indikator | Skala

1 Pendapatan | Pendapatan asli daerah (PAD) | Total Rasio
Asli Daerah | adalah pendapatan yang diperoleh | pajak
daerah yang dipungut berdasarkan | daerah +
peraturan daerah sesuai dengan | total
peraturan perundang-undangan. retribusi
Pendapatan asli daerah merupakan | daerah +
pendapatan yang bersumber dari | total
hasil pajak daerah, hasil retribusi | hasil
daerah,hasil pengelolaan kekayaan | pengelol
daerah yang dipisahkan, dan | aan
pendapatan lain asli daerah yang | kekayaan
sah, yang bertujuan  untuk | daerah
memberikan  kekuasaan kepada | yang
daerah dalam menggali pendanaan | dipisahk

dalam pelaksanaan otonomi daerah | an +
sebagai perwujudan asa | lain-lain
desentralisasi. pendapat
an
Sumber : Buku Akuntansi Publik daerah
yang sah.
2 Dana Total realisasi penerimaan dana | Besarnya | Rasio

Perimbangan | yang bersumber dari pendapatan | dana
APBN yang dialokasikan kepada | perimban
daerah untuk mendanai kebutuhan | gan
daerah dalam rangka pelaksanaan | dapat
desentralisasi. Dana perimbangan | dilihat
terdiri dari dana alokasi umum, | dari
khusus dan bagi hasil. laporan
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Sumber : www.wikipedia.com

APBD.
Dalam
penelitia
n ini
diambil
data dari
periode
2011-
2015

3 Kinerja
Keuangan
Pemerintah
Daerah

Kemampuan suatu daerah untuk
menggali dan mengelola sumber-
sumber keuangan asli daerah dalam
memenuhi kebutuhan guna untuk
mendukung  berjalannya  sistem
pemerintahan, pelayanan kepada
masyarakat dan  pembangunan
daerahnya dengan tidak tergantung
sepenuhnya kepada pemerintah
pusat dan mempunyai keleluasaan
didalam menggunakan dana-dana
untuk  kepentingan  masyarakat
daerah dalam batas-batas yang
ditentukan peraturan perundang-
undangan”.

1.Rasio
Kemandi
rian.
2.Rasio
Efektivit
as PAD.
3.Rasio
Efisiensi.
4.Rasio
Aktivitas
5.Rasio
Pertumb
uhan
PAD.

Rasio

Sumber : Penulis, 2018.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Pemerinth Daerah

Kab. Langkat dari tahun 2013-2017 adalah data sekunder. Sedangkan data

diperoleh dari laporan realisasi anggaran dan APBD didapat dari Badan Pusat

Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi,

dimana mengumpulkan dan mengolah data perusahaan yang berhubungan dengan

penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa laporan



http://www.wikipedia.com/
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Realisasi Penerimaan, Pengeluaran APBD Kabupaten Langkat yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan nantinya akan diketahui

hasil penelitiannya melalui rumus rasio Kinerja Keuangan Daerah.

H. Teknik Analisis Data
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Suryana Utama (2011:81) “Rasio kemandirian menggambarkan
ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal”. Semakin tinggi rasio
kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap
bantuan pihak ekstenal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.
Demikian pula sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian, semakin rendah
tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang
merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi
masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat
kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah :

_ o Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rasio Kemandirian = X 100%
Total Pendapatan

2. Rasio Efektifitas PAD

Efektivitas behungan dengan derasaajat keberhasilan operasi pada sektor
publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektifitas kegiatan tersebut mempunyai
pengaruh besar terhadap kemampuan manyediakan pelayanan masyarakat yang
merupakan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Halim (2007:234)

“Rasio efektifita menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
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mengrealisaasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan

dengan target yang ditetapkan potensi rill daerah”. rasio efektivitas diukur dengan:

__ Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas X 100%

Target Pendapatan Asli Daerah

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menggamabarkan perbandingan antara
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi
pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam
menglakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang
dicapai kurang dari 1 atau di kategorikan 100%. Semakin kecil rasio efisiensi
keuangan daerah semakin baik.

Rasio efisiensi mengambarkan tingkat kempuan pemerintah dalam
mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo
(2013:12) manyatakan “Bahwa bila semakin kecil rasio efisien bearti kinerja
pemerintah daerah semakin baik”. Rumus yang digunakan untuk menghitung
rasio ini adalah sebagi berikut :

Rasio Efisiensi — Total Belanja Daerah X 100%
asio BHsienst = o ool Pendapatan Daerah °

4. Rasio Aktivitas (Keserasian)

Rasio aktivitas atau keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah
daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja
pembangunanya secara optimal. Menurut Halim (2012:236) “Semakin tinggi
presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berati presentase atau

belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan saranan dan prasarana
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masyarakat cenderung semakin kecil”. Ada dua perhitungan aktivitas atau

keserasian ini yaitu:

a)

b)

Rasio belanja operasional merupakan perbandingan antara total
belanja operasi dengan total belanja daerah. rasio ini
menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja
daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi
merupakan belanya yang manfaatnya habis dikomsumsi dalam satu
tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal
tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umunya proporsi belanja
operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60% sampai
90%. Menurut Mahmudi (2010:164) “Di dalam pemerintah daerah
dengan tingkat perdapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi
belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah
yang tingkat pendapatanya rendah”. Rasio belanja operasi
dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Belanja Operasi = o oo OPETast 5o,
asto belan)a Yperast = 1o tal Belanja Daerah °

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi
belanja modal dan total belanja daerah. berdasarkan rasio, pembaca
laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan
untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran
bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka
menengah dan panjang juga bersifat rutin. Menurut Mahmudin

(2010:164) “Pada umunya proporsi belanja modal dengan belanja
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daerah adalah antara 5% sampai 20%. Rasio belanja modal
dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Belania Modal — Total Belanja Modal 100%
asio Belama Mo%4 = Total Belanja Daerah °

Operasi maupun modal atau APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi
oleh dinaminasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang
diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian
sebagai daerah di negara yang berkembang peranan pemerintah daerah untuk
memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio
belanja modal atau pembangunnya relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai

dengan kebutuhan pembangunan.

5. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah
daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja
keuangan APBD mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Tentunya
diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif cenderung atau tren
meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal ini akaan
menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah.

Rasio pertumbuhan PAD berguna untuk melihat kemampuan atas
pengelolaan di msa lalu. Menurut Mahmudin (2010:138) “Rasio pertumbuhan
PAD bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun
anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, Kkinerja

anggaranya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau



35

negatif”. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan PAD adalah sebagai
berikut :

_ Pendapatan Tahun t — Pendapatan Tahun (t — 1)
B Pendapatan Tahun (t —1)

r x 100%

Menurut Halim (2008:241) “Untuk rasio pertumbuhan PAD yang
semakin tinggi total pendapatan daerah, PAD dan belanja modal yang diikutin
oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif”.
Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan

meningkatkan pertumbuhanya dari periode yang satu ke periode.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Pemenerintah Kabupaten Langkat

Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus
keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang
disebut Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten.
Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orang-
orang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi) berada di tangan
pemerintahan kesultanan Langkat.

Kesultanan Langkat berturut-turut dijabat oleh :

a. Sultan Haji Musa Almahadamsyah 1865-1892

b. Sultan Tengku Abdul Aziz Abdul Jalik Rakhmatsyah 1893-1927

c. Sultan Mahmud 1927-1945/46

Dibawah pemerintahan Kesultanan dan Assisten Residen struktur
pemerintahan disebut LUHAK dan dibawah luhak disebut Kejuruan (Raja kecil)
dan Distrik, secara berjenjang disebut Penghulu Balai (Raja kecil Karo) yang
berada didesa. Pemerintahan luhak dipimpin seorang Pangeran, Pemerintahan
Kejuruan dipimpin seorang Datuk, Pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala
Distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan/Datuk harus dipegang oleh penduduk
asli yang pernah menjadi raja di daerahnya.

Pemerintahan Kesultanan di Langkat dibagi atas 3 (tiga) kepala Luhak :

36
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a. Luhak langkat huli

b. Tanjung Pura

c. Teluk Halu

Luhak Langkat Hulu, yang berkedudukan di Binjai dipimpin oleh T.Pangeran
Adil. Wilayah ini terdiri dari 3 Kejuruan dan 2 Distrik yaitu :

a. Kejuruan Selesai

b. Kejuruan Bahorok

c. Kejuruan Sei Bingai

d. Distrik Kwala

e. Distrik Salapian

Luhak Langkat Hilir, yang berkedudukan di Tanjung Pura dipimpin oleh
Pangeran Tengku Jambak/T.Pangeran Ahmad. Wilayah ini mempunyai 2 kejuruan
dan 4 distrik yaitu :

a. Kejuruan Stabat

b. Kejuruan Bingei

c. Distrik Secanggang

d. Distrik Padang Tualang

e. Distrik Cempa

f. Distrik Pantai Cermin

Luhak Teluk Haru, berkedudukan di Pangkalan Berandan dipimpin oleh
Pangeran Tumenggung (Tengku Djakfar). Wilayah ini terdiri dari satu kejuruan
dan dua distrik.

a. Kejuruan Besitang meliputi Langkat Tamiang dan Salahaji.

b. Distrik Pulau Kampai
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c. Distrik Sei Lepan

Awal 1942, kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan
jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan
Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling
diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuco Kekuasaan Jepang ini berakhir
pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan Il, dan Kabupaten
Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang
berkedudukan di Binjai dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan,
dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.

Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat
menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan
kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit.Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka
Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu :

1) Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai

2) Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura

3) Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas
administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assiten Wedana
(Camat) sebagai perangkat akhir. Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh.
Tingkat Il Langkat dipegang oleh seorang Care Taher (Pak Wongso) dan
selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat.

Dan secara berturut-turut jabatan Bupati Kdh. Tingkat Il Langkat dijabat oleh:
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(@) T. Ismail Aswhin 1967 — 1974

(b) HM. Iscad Idris 1974 — 1979

(¢) R. Mulyadi 1979 — 1984

(d) H. Marzuki Erman 1984 — 1989

(e) H. Zulfirman Siregar 1989 — 1994

(f) Drs. H. Zulkifli Harahap 1994 — 1998

(9) H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 3-9-1998 s/d 20-2-1999

(h) H. Syamsul Arifin, SE 1999-2009

(i) Ngogesa Sitepu : 2009 s/d sekarang

Berikut disajikan Peta Kabupaten Langkat dengan perbandingan luas

kecamatan sebagai berikut :

Luas
Wilayah
(km2)
[_14205-108.85
[ 108,85 - 194,21
194,21 - 236,84
236,84 - 33317
B 333,17 - 101,83

Sumber ; BPS Kabupaten Langkat, 2018

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Langkat
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Untuk melaksanakan pembangunan yang merata, Kabupaten Langkat dibagi

atas 3 wilayah pembangunan, yaitu :

1) Wilayah Pembangunan | (Langkat Hulu) meliputi
(a) Kecamatan Bahorok dengan 19 desa
(b) Kecamatan Salapian dengan 22 desa
(c) Kecamatan Kuala dengan 16 desa
(d) Kecamatan Selesai dengan 13 desa
(e) Kecamatan Binjai dengan 7 desa

(f) Kecamatan Sei Bingai 15 desa

2) Wilayah Pembangunan Il (Langkat Hilir) meliput
(a) Kecamatan Stabat dengan 18 desa dan 1 kelurahan
(b) Kecamatan Secanggang dengan 14 Desa
(c) Kecamatan Hinai dengan 12 desa
(d) Kecamatan Padang Tualang dengan 18 desa

(e) Kecamatan Tanjung Pura dengan 15 desa dan 1 kelurahan

3) Wilayah pembangunan 111 (Teluk Haru) meliputi
(a) Kecamatan Gebang dengan 9 desa
(b) Kecamatan Brandan Barat dengan 6 desa
(c) Kecamatan Sei Lepan dengan 5 desa dan 5 kelurahan
(d) Kecamatan Babalan dengan 5 desa dan 3 kelurahan

(e) Kecamatan Pangkalan Susu dengan 14 desa 2 kelurahan
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() Kecamatan Besitang dengan 8 desa dan 3 kelurahan

Tiap-tiap wilayah pembangunan dipimpin oleh seorang pembantu Bupati.
Disamping itu dalam melaksanakan otonomi daerah Kabupaten Langkat dibantu
atas dinas-dinas otonom, Instansi pusat baik Departemen maupun non
Departemen yang kesemuannya merupakan pembantu-pembantu Bupati. Dalam

melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

2. Visi Dan Misi Kabupaten Langkat
a. Adapun visi dari pemerintah kabupaten langkat adalah terwujudnya masyarakat
langkat yang lebih maju, dinamis, sejahtera dan mandiri, berlandaskan aspek
religius, kultural dan berwawasan lingkungan.
b. Adapun misi dari pemerintahan kabupaten langkat adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan profesionalisme birokrasi.
2) Meningkatkan kualitas sdm ( pendidikan, kesehatan dan sosial ) yang
berlandaskan iman dan takwa serta pelestarian budaya.
3) Memantapkan pembangunan perdesaan.
4) Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.
5) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang
wilayah.
6) Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.
7) Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan

berkelanjutan.
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3. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Langkat

BUPATI
STAF DPRD
AHLI WAKIL BUPATI

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LANGKAT

ASISTEN
ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN

PEMBENDAHARAAN ANGGARAN PEMBUKUAN

Sumber : Pemkab Langkat, 2018

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Langkat
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4. Bagian Kerja
a. Bupati dan Wakil Bupati

Kepala daerah selaku pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah mempunyai wewenang :

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.

Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.

Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.

Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran
Menetapkan pejabat yang akan bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daerah.

Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan hutang dan

piutang daerah.

Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik
daerah.
Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran.

b. Sekretaris Daerah Kabupaten

Sekretaris daerah kabupaten mempunyai tugas membantu kepala daerah

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi,

dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh

perangkat daerah kabupaten.
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c. Asisten Administrasi Umum
Asisten administrasi umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan umum dan perlengkapan, keuangan,
kearsipan dan perpustakaan serta pengolahan data elektronik dan sandi

telekomunikasi.

d. Bagian Keuangan

Bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD), mengolah dan membina administrasi keuangan serta melaksanakan
pembayaran gaji PNS dilingkungan pemerintahan kabupaten langkat. Bagian
keuangan mempunyai tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2) Melakukan administrasi dan pembukuan keuangan daerah pemerintah
kabupaten langkat.

3) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan APBD
pemerintah kabupaten langkat serta pengesahan APBD pemerintah
kabupaten langkat.

4) Melakukan pengkajian kebenaran penagihan penerbit surat perintah
membayar uang (SPUM).

5) Menyiapkan bahan pelaksanaan APBD pemerintah kabupaten langkat.

6) Menyiapkan bahan keputusan bendaharawan.
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7) Menyiapkan rencana, program, evaluasi, dan laporan kegiatan bagian
keuangan.

8) Menyiapkan Renstra (Rencana Strategi), Renja (Rencana Kerja), dan
Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) bagian
keuangan.

a) Sub bagian Perbendaharaan dan Gaji

Tugasnya Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis administrasi
keuangan, ketentuan dibidang keuangan dan penertiban surat perintah penagihan,
penerimaan, membayar uang serta menguji memverifikasi (meneliti kebenaran)
nya.
b) Sub bagian Anggaran

Tugasnya Sub bagian ini adalah menyiapkan bahan penyusunan rencana APBD
dan perubahan APBD, serta nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD
kabupaten langkat dan petunjuk pelaksanaan APBD.
¢) Sub bagian Pembukuan

Tugasnya Sub bagian ini adalah menyiapkan bahan penyusunan untuk

melakukan pembukuan.

5. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat
dalampenelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan
pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kabupaten Langkatdalambidang
keuangan untuk kurun waktu 2012-2016. Rasio yang digunakan olehpeneliti
dalam menganalisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Langkatpada

penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, RasioEfektivitas,
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Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan RasioPertumbuhan.Data

yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi

Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang didapat dari Badan Pusat Statistik

Kabupaten Langkat.Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan

Kabupaten Langkat.Sebelum dilakukannya analisis,

berikut disajikan data

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab.Langkat Periode 2012-2016.

Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab.Langkat
(dalam jutaan rupiah)

Tahun PAD Pajak Retribusi Hasil Lain-Lain | Lain-Lain
Daerah Daerah | Pengelolaa | Pad Yang | Pendapatan
n Sah Daerah
Kekayaan Yang Sah

Daerah

Yang

Dipisahka

n

2013 Rp.65.521 | Rp.27.682 | Rp.23.953 | Rp.4.637 | Rp.9.247 | Rp.70.674
2014 | Rp.107.811 | Rp.37.150 | Rp.15.433 | Rp.3.398 | Rp.51.830 | Rp.33.965
2015 | Rp.122.715 | Rp.42.304 | Rp.18.370 | Rp.5.745 | Rp.56.295 | Rp.93.707
2016 | Rp.132.673 | Rp.46.948 | Rp.19.471 | Rp.7.996 | Rp.58.256 | Rp.201.125
2017 | Rp.139.717 | Rp.56.895 | Rp.20.768 | Rp.6.953 | Rp.55.100 | Rp.300.503

Sumber : Pemerintah Kab.Langkat, 2018.

Selain data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah diatas, berikut

disajikan juga data Dana Perimbangan Kab.Langkat periode 2013-2017 sebagai

variabel penelitian berikut ini :




Tabel 4.2 Dana Perimbangan Kabupaten Langkat

(dalam jutaan rupiah)
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Tahun Dana DBH Pajak | DBH bukan Dana Dana
Perimbangan Pajak Alokasi Alokasi
Umum Khusus
2013 | Rp.1.419.706 | Rp.163.142 Rp. 6.313 | Rp. 982.658 | Rp. 81.165
2014 | Rp.1.540.371 | Rp.141.387 | Rp.12.097 Rp. 1.039 | Rp. 67.162
2015 | Rp.1.804.256 | Rp.137.937 Rp. 4.887 Rp. 1.099 | Rp. 146.253
2016 | Rp.1.881.248 | Rp.158.644 Rp. 6.806 Rp. 1.200 | Rp. 366.784
2017 | Rp.1.871.062 | Rp.180.799 Rp. 2.558 Rp. 1.179 | Rp. 411.765

Sumber : Pemerintah Kab.Langkat, 2018.

Daerah Pemerintah Kab.Langkat periode 2013-2017 sebagai berikut :

Kemudian disajikan pula data Target dan Realisasi Pendapatan Asli

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

Tahun | Target Pendapatan Asli Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Daerah

2013 Rp. 1.603.656.988.480 Rp. 1.544.087.498.842

2014 Rp. 1.623.707.886.136 Rp. 1.630.725.542.306

2015 Rp. 2.017.699.111.462 Rp. 2.020.688.705.016

2016 Rp. 2.336.327.100.862 Rp. 2.215.047.135.450

2017 Rp. 2.348.070.654.167 Rp. 2.311.283.153.445

Sumber : Pemerintah Daerah Kab. Langkat, 2018.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan

daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.Demikian pula sebaliknya,

semakin rendah rasio kemandirian, berarti semakin rendah tingkat partisipasi

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah y6ang merupakan

komponen utama pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk

menghitung Rasio Kemandirian adalah :




Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Total Pendapatan

Rasio Kemandirian =

Cahun 2013 P 65521499189
anun ~ Rp 1.555.901.880.204 =

=4,21%

Cahun 2014 — P 107811975574
ahun ~ Rp 1.682.148.382.104 " "

=6,4%

Cahun 2015 - KP 122715350909
aun ~ Rp 2.020.688.705.016 "

=6,07%

Labun 2016 < RP16132673213412
ahun ~ Rp 2.215.047.135.449 °°

=5,98%

Tahun 2017 < RP139717.647.855
anun T Rp2311.283.153.445

=6,04%

x 100%
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Tabel 4.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Langkat

Tahun PAD Total Pendapatan Rasio Pola
Kemandirian | Hubungan
2013 | Rp. 65.521.499.189 | Rp. 1.555.901.880.204 4,21% Instruktif
2014 | Rp. 107.811.975.574 | Rp. 1.682.148.382.104 6,4% Instruktif
2015 | Rp. 122.715.359.909 | Rp. 2.020.688.705.016 6,07% Instruktif
2016 | Rp. 132.673.213.412 | Rp. 2.215.047.135.449 5,98% Instruktif
2017 | Rp. 139.717.647.855 | Rp. 2.311.283.153.445 6,04% Instruktif

Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel perhitungan diatas, maka untuk rasio kemandirian

keuangan kabupaten langkat yang diukur dalam lima tahun berturut-turut, dimana

untuk tahun 2013 adalah sebesar 4,21% yang termasuk dalam kategori rendah
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sekali dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif, karena berada diantara 0%-
25%. Untuk tahun 2014 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 6,4%
yang juga masih berada dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan
Instruktif, untuk tahun 2015 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi
6,07% dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif, untuk tahun 2016 dan
2017rasio kemandirian mengalami peningkatan kembali menjadi 5,98% dan
6,04%, dimana perhitungan ini juga masih berada dalam kategori rendah sekali
dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif, karena berada diantara 0%-25%,
dalam artian menunjukkan bahwa pola hubungan Instruktif adalah hubungan
antara peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah
daerah. Dengan kata lain, pemerintah kabupaten langkat masih sangat bergantung
dengan dana dari pemerintah pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Rasio
kemandirian yang rendah sekali menggambarkan kemampuan keuangan daerah
pemerintah kabupaten langkat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan
terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi atau daerah belum mampu
mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan

daerahnya.

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berhubungan dengan derajat
keberhasilan operasi pada sector public sehingga suatu kegiatan dikatakan
efektivitas apabila kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap
kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakansasaran yang

telah ditetapkan sebelumnya.Atau menggambarkan kemampuan pemerintah
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daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan,
dibandingkan dengan target yang ditetapkan potensi rill daerah.
Rasio efektivitas diukur dengan rumus :

Realisasi Penerimaan PAD
Rasio Efektifitas PAD = - x 100
Target Penerimaan PAD

Rp 1.544.087.498.842

Tahun 2013 = 1
ahun 2013 = ¢ 1.603.656.988.480 * 1Y

=96,28%

Rp 1.630.725.542.306
Rp 1.623.707.886.136

Tahun 2014 =

=100,43%

_ Rp2.020.688.705.016

Tahun 2015 = Rp 2.017.699.111.462 ~

100

=100,14%

_ Rp 2.215.047.135.450
~ Rp 2.336.327.100.862

Tahun 2016

= 94,80%

Rp 2.311.283.153.445

Tahun 2017 =
ahun Rp 2.348.070.654.167

= 98,4%
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Tabel 4.5 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Tahun | Realisasi Penerimaan Target Penerimaan | Efektivitas Kriteria
PAD PAD PAD

2013 | Rp.1.544.087.498.842 | Rp.1.603.656.988.480 | 96,28% | Tidak Efektif

2014 | Rp.1.630.725.542.306 | Rp.1.623.707.886.136 | 100,43% Efektif

2015 | Rp.2.020.688.705.016 | Rp.2.017.699.111.462 | 100.14% Efektif

2016 | Rp.2.215.047.135.450 | Rp.2.336.327.100.862 | 94,80% | Tidak Efektif

2017 | Rp.2.311.283.153.445 | Rp.2.348.070.654.167 98,4% Tidak Efektif

Sumber : Data Diolah 2018

Dapat dilihat dari tabel diatas, rasio efektivitas atas pendapatan daerah
kabupaten langkat pada tahun 2013 adalah sebesar 96,28%. Hal ini, menunjukkan
bahwa kategori efektivitas pendapatan tidak efektif karena berada dibawah 100%.
Pada tahun berikutnya yakni di 2014 mengalami peningkatan menjadi 100,43%.
Hal ini menunjukkan bahwa, efektivitas pendapatan berada dalam kategori efektif.
Untuk tahun 2015 juga berada dalam kategori efektif meskipun mengalami
penurunan menjadi 100,14%. Sedangkan untuk tahun 2016rasio efektivitas
mengalami penurunan menjadi 94,80% lalu disusul ditahun 2017 menjadi 98,4%
yang juga termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%.
Melalui analisis rasio efektivitas pendapatan dapat diketahui seberapa besar
realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah yang harus dicapai
pada periode tertentu. Hal ini dimaksudkan agar mendorong Kinerja pemerintah
daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Dari data diatas dapat
disimpulkan bahwa, terget pendapatan daerah setiap tahunnya terus mengalami
peningkatan. Sedangkan untuk tingkat realisasi pendapatan daerah cenderung

mengalami peningkatan hanya pada tahun 2014 dan 2015.
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c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi
pendapatan yang diterima.

Rasio Efesiensi = Total Belanja Daerah 100%
aslobiesienst = Total Pendapatan Daerah x 0

Cabun 2013 = RP 1538237299028
anun ~ Rp 1.555.901.880.204 © ~ ~°

=98,86%

Rp 1.605.301.211.464

Tahun 2014 = R 7 ¢82.148.382.104

x 100%

=95,43%

Cabun 205  Rp1934943728406
ahun ~ Rp 2.020.688.705.016 © =

=095,75%

Cahun 2016 < RP2010.165930138
anun ~ Rp2.215.047.135.449 © 0

=90.75%

Cabun 2017 = RP 2320218854855
anun ~ Rp2311.283.153.445 ~~ °7°

=100,38%



Tabel 4.6 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Langkat
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Tahun Belanja Daerah Pendapatan Daerah Persentase | Kriteria
Efisiensi
2013 | Rp.1.538.237.299.028 | Rp.1.555.901.880.204 | 98,86% Efisien
2014 | Rp.1.605.301.211.464 | Rp.1.682.148.382.104 | 95,43% Efisien
2015 | Rp.1.934.943.728.406 | Rp.2.020.688.705.016 | 95,75% Efisien
2016 | Rp.2.010.165.930.138 | Rp.2.215.047.135.449 | 90,75% Efisien
2017 | Rp.2.320.218.854.855 | Rp. 2.311.283.153.445 | 100,38% Tidak
Efisien

Sumber : Data Diolah 2018

Dapat dilihat dari tabel diatas, untuk belanja pemerintah kabupaten langkat
setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Untuk tahun 2013 berada diangka 98,86 %
yang termasuk dalam kategori efisien. Untuk tahun selanjutnya mengalami
penurunan persentase di angka 95,43% namun masih berada dalam Kkriteria
efisien. dan pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan di angka 95,75%
dan di tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar 90,75% . Namun di
tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 100,38% dan berubah kriteria
menjadi tidak efektif. Meskipun mengalami penurunan dan peningkatan pada
empat tahun tersebut masih dikategorikan efisien dari tahun 2013-2016 karena
keseluruhannya kurang dari 100 %. Berbeda ditahun 2017 yang mengalami
peningkatan hingga berada diangka 100,38% yang mengubahnya menjadi tidak
efisien.

Melalui analisis efisiensi penerimaan daerah dapat diketahui seberapa
besar efisiensi belanja daerah yang dikeluarkan dalam meningkatkan pendapatan
derah kabupaten langkat. Dengan hasil kriteria efisiensi pendapatan pemerintah
kabupaten langkat menunjukkan bahwa, kinerja dari pendapatan daerah kabupaten

langkat dinilai cukup baik.
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d. Rasio Aktivitas/ Keserasian

Total Belanja Modal
Total Belanja Daerah

Rasio Belanja Modal = x 100%

Rp 308.603.854.953

Tahun 2013 = 1009
ahun Rp 1.538.237.299.028 % 100%

=20,06%

Cabun 2014 = RP329542794731
anun ~ Rp 1.665.301.211.464 "~ 7°

=20,52%

Rp 497.257.525.402

Tahun 2015 = 1009
ahun 2015 = o - 934.943.728.408 © 100%

=25,69%

Rp 626.295.461.426

1000
Rp 2.010.165.930.138 00%

Tahun 2016 =

=31,15%

Rp 527.164.701.722

= 0,
Tahun 2017 = ¢ 2320218854855 ¥ 100%

=22,72%

Tabel 4.7 Rasio Aktivitas/Keserasian Kabupaten Langkat

Tahun Belanja Modal Belanja Daerah Rasio Belanja
Modal
2013 | Rp. 308.603.854.953 | Rp.1.538.237.299.028 20.06%
2014 | Rp. 329.542.794.731 | Rp.1.605.301.211.464 20.52%
2015 | Rp.497.257.525.402 | Rp.1.934.943.728.406 25.69%
2016 | Rp. 626.295.461.426 | Rp. 2.010.165.930.138 31.15%
2017 | Rp.527.164.701.722 | Rp. 2.320.218.854.855 22,72%

Sumber : Data Diolah ,2018.

Dapat dilihat dari tabel 4.7 di atas, belanja modal yang dikeluarkan oleh
pemerintah kabupaten langkat untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terus
mengalami peningkatan secara signifikan, hal ini sejalan dengan belanja daerah

pemerintah kabupaten langkat yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.
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Untuk tahun 2013 rasio belanja modal sebesar 20.06% , lalu pada tahun 2014
kembali mengalami kenaikan menjadi 20.52% , untuk tahun 2015 rasio belanja
modal berada pada tingkat 25.69%, sedangkan pada tahun 2016 rasio belanja
modal terus mengalami peningkatan hingga 31.15% . seluruh peningkatan yang
terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa rasio belanja modal dikatakan
cukup baik karena proporsinya berada di atas 5%-20%. Namun ditahun 2017
mengalami penurunan di angka 22,72%, tapi tetap berada dalam posisi baik.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah
kabupaten langkat dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam menjalankan
kegiatan untuk kebutuhan pembangunan daerah tersebut.

Melalui analisis rasio belanja modal pemerintah kota langkat dilakukan
untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah
kota langkat guna untuk melaksanakan kegiatan dalam kebutuhan pembangunan

daerah.

e. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah bermanfaat untuk
mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau
selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD mengalami pertumbuhan
secara positif atau negative.Pertumbuhan pendapatan secra positive cenderung
meningktan.Sebaliknya, jika terjadi pertumbuhan yang negative maka hal ini
menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah.
Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD)

adalah sebagai berikut :



_ Pendapatan Tahun t — Pendapatan (t — 1)

1009
Pendapatan Tahun (t — 1) X %

r

Rp 65.521.499.189 — Rp 129.244.580.780

Tahun 2013 =
ahun 2013 Rp 129.244.580.780

x100%

= (49,30%)

Rp 107.811.975.574 — Rp 65.521.499.189
Tahun 2014 = x100%

56

=64,54%

Rp 65.521.499.189

Rp 122.715.359.909 — Rp107.811.975.574

Tahun 2015 = 1009
ahun Rp107.811.975.574 x 100%
= 13,82%
Cahun 2016  RP 132673213412 — Rp122715.359.909
ahun - Rp122.715.359.909 X AT
=8,11%
Rp 139.717.647.855 — Rp 132.673.213.412
Tahun 2017 = x 100%

=5,3%

Rp 132.673.213.412

Tabel 4.8 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat

Tahun Pendapatan Awal Pendapatan Akhir Pertumbuhan PAD
2012 | Rp. 129.244.580.780 | Rp. 0 0%

2013 | Rp.65.521.499.189 | Rp. 129.244.580.780 (49,30%)
2014 | Rp.107.811.975.574 | Rp. 65.521.499.189 64,54%
2015 | Rp.122.715.359.909 | Rp. 107.811.975.574 13,82%
2016 | Rp.132.673.213.412 | Rp. 122.715.359.909 8,11%

2017 | Rp.139.717.647.855 | Rp. 132.673.213.412 5,3%

Sumber : Data Diolah 2018

Berdasarkan tabel analisis diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan

pendapatan asli daerah kab.langkat hanya mengalami peningkatan ditahun 2014
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diangka 64,54%, sisanya dari tahun 2015-2017 terus mengalami penurunan yang
cukup segnifikan dimulai dari tahun 2015 sebesar 13,82% lalu turun di tahun
2016 menjadi 8,11% dan terakhir mengalami penurunan di tahun 2017 diangka
5,3%.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kabupaten
Langkat belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan
pendapatan asli daerah dari periode satu ke periode berikutnya.

B. Pembahasan
1. Pengelolan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat Tahun
2013-2017

Tingkat kemandirian pemerintah kabupaten langkat tahun 2012 sampai dengan
tahun 2017 masih masuk kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif
yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan daripada kemampuan
kemandirian pemerintah daerah kabupaten langkat. Penilaian ini dapat dilihat dari
tabel rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu tergolong dalam rasio 0%-25%.
Rasio kemandirian yang masih rendah sekali menggambarkan kemampuan
keuangan daerah pemerintah kabupaten langkat dalam membiayai kegiatan
operasional dan pembangunan pemerintahannya sangat bergantung bantuan dari
pemerintah pusat. Sehingga kemandirian keuangan daerah kabupaten langkat
secara keseluruhan belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk
membiayai secara mandiri pos-pos kebutuhan operasional daerahnya. Hal ini
berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak maupun
retribusi daerah belum dapat di andalkan untuk membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan pajak dan retribusi merupakan
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sumber penerimaan yang sangat dominan dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya pemerintah kabupaten langkat harus
mampu mengoptimalkan potensi pendapatan yang telah ada.Karena inisiatif dan
kemauan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pendapatan
asli daerah.

Kemudian tingkat rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah
kabupaten langkat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tergolong efektif
pada periode 2014 dan 2015, sebaliknya pada tahun 2013, dan tahun 2016 — 2017
termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada di bawah 100%. Penurunan
rasio efektifitas ini terjadi karena realisasi pendapatan asli daerah masih berada
dibawah nilai target pendapatan asli daerah yang telah dianggarkan. Dengan
menurunnya rasio ini maka menunjukkan pemerintah kabupaten langkat dapat
dikatakan memiliki kinerja keuangan yang kurang baik dalam meningkatkan
pendapatan daerah.

Sedangkan tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah kabupaten langkat
pada tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami penurunan persentase nilai rasio
efisiensi. Penurun ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan di nilai cukup baik
karena pemerintah kabupaten langkat mampu meminimalkan belanja daerah yang
dikeluarkan. Meskipun jumlah belanja daerah meningkatkan namun di iringi
dengan peningkatan total pendapatan daerah sehingga mampu mencukupi belanja
daerahnya. Hal ini tentu sangat diharapkan kepada pemerintah daerah agar mampu

mempertahankan efisiensi kinerja keuangan daerahnya. Namun di tahun 2017
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rasio efektivitas meningkat menjadi 100,38% sehingga berubah menjadi kategori
tidak efisien, karena berada di atas batas toleransi 100%.

Untuk tingkat rasio keserasian dalam hal ini peneliti mengukur dengan rasio
belanja modal pada tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan
hanya ditahun 2017 mengalami penurunan tetapi masih berada di atas batas
toleransi 5%-20%. Untuk pengeluaran kegiatan operasional pemerintah kabupaten
langkat cukup baik karena pemerintah kabupaten langkat dalam hal ini mampu
meminilkan pengeluarannya sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan dalam
pembangunan daerah cukup mampu dalam menjalankan kegiatan serta kebutuhan
pembangunan daerah tersebut.

Tingkat rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah yang diukur untuk tahun
2012 dan 2017 memiliki nilai rasio pertumbuhan yang rendah dan cenderung
menurun sehingga pemerintah kabupaten langkat mengalami defisit atau
penurunan nilai pertumbuhan pendapatan asli daerah yang dapat dilihat pada tabel
4.8 mengenai rasio pertumbuhan PAD, dimana pada tahun 2013 pertumbuhan
pendapatan asli daerah mencapai (49,30%). Menyadari kondisi tersebut
pemerintah kabupaten langkat terus memperbaiki kinerja keuangannya pada tahun
berikutnya, yaitu tahun 2014 dimana pemerintah kabupaten langkat berhasil
menaikkan pertumbuhan pendapatan asli daerah nya menjadi 64,54%. Namun hal
ini tidak berlangsung lama dikarenakan menyusul tahun-tahun berikutnya
pertumbuhan pendapatan asli daerah terus menurun hingga mencapai 5,3% pada

tahun 2017.
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2. Pengelolaan Dana Perimbangan Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017

Tingkat kemandirian pemerintah kabupaten langkat tahun 2013 sampaidengan
tahun 2017 masih tidak memberikan dampak positif bagi Kabupaten Langkat.
Dapat dilihat, dana yang diterima dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, dan Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat masih
rendah. Setiap tahun mulai dari 2013-2017 Dana Alokasi Umum tidak terlalu
mengalami peningkatan yang signifikan, lalu Dana Alokasi Khusus mengalami
fluktuasi selama 5 tahun tersebut yaitu terjadi di tahun 2013 ke 2014. Dan terakhir
dari Dana Bagi Hasil Kabupaten Langkat dari tahun 2013-2017 melalui data yang
telah saya cantumkan diatas menunjukkan fluktuasi ditahun 2014-2015 dan
signifikan penurunan tersebut terjadi di tahun 2016-2017.

Dengan demikian dari sumber Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
dan Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah Kabupaten Langkat untu Dana
Perimbangan menunjukkan bahwa masih sedikit peran dana perimbangan untuk
berkontribusi bagi pemerintahnya. Dimana hal ini memberikan dampak kuran
baik bagi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat yang awalnya
diharapkan mampu mengurangi kesenjangan fiskal antar pemeintah dengan
daerah dan daerah lain, seta mampu meningkatkan kapasitas daerah dalam
menggali potensi ekonominya.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017
Dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio kemandirian yang rendah sekali menggambarkan kemampuan keuangan

daerah pemerintah kabupaten langkat dalam membiayai pelaksaan pemerintahan

terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi atau daerah
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belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai
pembangunan daerahnya. Lalu melalui analisis rasio efektivitas pendapatan dapat
diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan
daerah yang harus dicapai pada periode tertentu. Hal ini dimaksudkan agar
mendorong Kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang
tinggi. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, target pendapatan daerah setiap
tahunnya terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk tingkat realisasi
pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan hanya pada tahun 2014 dan
2015.

Selanjutnya, melalui analisis efisiensi penerimaan daerah dapat diketahui
seberapa besar efisiensi belanja daerah yang dikeluarkan dalam meningkatkan
pendapatan daerah kabupaten langkat. Dengan hasil kriteria efisiensi pendapatan
pemerintah kabupaten langkat menunjukkan bahwa, kinerja dari pendapatan
daerah kabupaten langkat dinilai cukup baik. Dan dengan analisis rasio belanja
modal pemerintah kota langkat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar
pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah kota langkat guna untuk
melaksanakan kegiatan dalam kebutuhan pembangunan daerah, sehingga dapat
disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten langkat
dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam menjalakan kegiatan untuk
kebutuhan pembangunan daerah tersebut. Dan yang terakhir, dari penjelasan
diatas dalam disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat belum mampu
memperthankan dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerah dari

periode satu periode ke periode berikutnya.
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Sehingga dapat disimpulkan dari seluruh proses analisis rasio keuangan daerah
yang telah peneliti terangkan diatas, pemerintah kabupaten langkat dalam upaya
mempertahankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah masih kurang baik
sehingga Kinerja keuangan pemerintah kabupaten langkat yang diukur dengan
menggunakan rasio keuangan daerah untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2017
terus mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak tercapainya target
atas penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten langkat, selain itu
juga besarnya dana sumbangan yang diberikan pemerintah pusat, dan dengan
meningkatnya jumlah belanja daerah dari tahun ke tahun dibandingkan dengan
pendapatan yang diterima oleh pemerintahan kabupaten langkat. Tentu saja
keadaan tersebut berdampak tidak baik bagi kinerja keuangan pemerintah
kabupaten langkat, dimana pemerintah kabupaten langkat dalam hal ini belum
mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dalam membiayai kegiatan
operasional daerahnya.

Kemudian dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya persamaan hasil
penelitian dari Ebit Julitawati (2012) dimana keseluruhan komponen pendapatan
asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, dan lain
pendapatan daerah yang sah) sangat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima melalui Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah dari pemerintah
pusat tidak memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

kabupaten langkat.
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Lalu penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Adisasmita
(2014:2) bahwa “Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan
daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan
seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal”. Dan
menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Pendapatan Daerah adalah hak
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dana
perimbangan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pasa 11:19 Dana
perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan dari Penelitian ini adalah :

1. Keseluruhan komponen pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang sah, dan lain pendapatan daerah yang sah) masih kurang
baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang sangat
mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Dana Perimbangan yang diterima melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus, dan Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat
tidak memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah
kabupaten langkat.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang diukur
menggunakan Rasio kemandirian, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Rasio efisiensi, Rasio aktivitas/keserasian dan Rasio pertumbuhan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa analisis Kkinerja keuangan pada
penelitian ini selama tahun 2013-2017 rata-rata mengalami penurunan. Artinya,
pemerintah kabupaten Langkat masih belum mengoptimalkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) secara maksimal.
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B. Saran
Saran dari penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Langkat diharapkan mampu meningkatkan dan
menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya secara maksimal
sehingga dapat meningkatkan penerimaan target Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang telah dianggarkan. Sehingga tingkat ketergantungan sumber dana
eksternal atau pemerintah pusat dapat diminimalisir.

2. Pemerintah  kabupaten langkat diharapkan mampu mempertahankan
kemampuannya dalam memaksimalkan dana perimbangan dari pemerintah
pusat, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah yang telah
dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih menambah variable penelitiannya
agar hasil penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat dibandingkan

penelitian sebelumnya.
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